GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 287 /[KPTS/BAPPEDA/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI PROVINSI

Menimbang

Mengingat

SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sehubungan pelaksanaan pembangunan di Provinsi
Sumatera Selatan diperlukan adanya Tim Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

-3-

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. memberikan arahan terhadap Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2022;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan
masukan, baik kebijakan dan substansi terhadap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten/Kota
Tahun 2022; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1% lNaret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
7

/( f'H ERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Rl di Jakarta;

2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.




